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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6/PMK.02/2013
TENTANG

TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DARI SURPLUS BANK INDONESIA BAGIAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

1.

bahwa dalam rangka menyempurnakan
pengaturan mengenai penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak agar lebih jelas, efisien,
transparan, akuntabel, dan komprehensif, perlu
mengatur kembali tata cara penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Surplus
Bank Indonesia Bagian Pemerintah  yang
sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 34/PMK.02/2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari
Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3687);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997
tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penentuan Jumlah,
Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4995);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK DARI SURPLUS BANK INDONESIA BAGIAN
PEMERINTAH.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.

2. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
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